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MK Putus Perselisihan Hasil Pemilihan Kabupaten Maybrat 

 
Jakarta, 8 Juni 2017 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang Pengucapan Putusan perkara 
perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah 2017 Kabupaten Maybrat pada Rabu (8/6) pukul 
11.00 WIB. Sidang ini digelar setelah MK Mendengarkan Laporan PSU KPU dan Bawaslu pasca MK 
memutus untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada satu TPS di Kabupaten Maybrat. 
 
Dalam Putusan Sela sebelumnya, MK berpendapat dalil Pemohon yang menyatakan Marthen Antoh 
melakukan pencoblosan berkali-kali terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam Putusan tersebut, MK 
juga memerintahkan kepada KPU RI, KPU Provinsi Papua Barat, KPU Kabupaten Maybrat, Panwas 
Kabupaten Maybrat, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Papua Barat untuk melaporkan kepada MK 
mengenai hasil penghitungan suara dalam PSU Pilkada Kabupaten Maybrat Tahun 2017 tersebut 
paling lama tujuh hari kerja setelah ditetapkan. 
 
Berdasarkan hasil rekapitulasi PSU, Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 
Bernard Sagrim dan Paskalis Kocu (Pihak Terkait) memperoleh 27 suara. Adapun Paslon Bupati dan 
Wakil Bupati Nomor Urut 2 Karel Murafer dan Yance Way (Pemohon) memperoleh 30 suara. Pada 
sidang Senin (29/5) lalu, Daniel Tonapa Masiku selaku kuasa hukum Termohon lima menyatakan pada 
saat PSU terdapat lima orang yang memiliki NIK ganda, kemudian hasil PSU keseluruhan untuk Paslon 
Nomor Urut 1 sebesar 14.420 suara dan Paslon Nomor Urut 2 14.394 suara. Selain KPU Kabupaten 
Maybrat, hadir pula Panwaslu Kabupaten Maybrat yang menjelaskan hal serupa. 
 
Sementara itu, kuasa hukum Pemohon Yance Salambauw menyatakan menemukan adanya 
pertentangan antara keterangan Termohon dengan Pemohon mengenai lima pemilih bermasalah. 
Menurut Pemohon, lima pemilih bermasalah bukan terkait NIK ganda, tetapi ketiadaan undangan 
memilih. 
 
Menanggapi laporan tersebut, Hakim Konstitusi Saldi Isra menyatakan bahwa MK hanya meminta agar 
Termohon melakukan PSU di TPS 01 Kampung Iroh Sohser, bukan menjumlahkan keseluruhan jumlah 
suara sehingga melampaui apa yang diperintahkan dalam putusan.  (Tiara Agustina) 
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